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MOTTO 
 
 َع ِهْيِوْرَـي اـَمْيِف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىـَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ، ُهْنَع ُللها َيِضَر ِِّيراَفِغْلا ٍّرَذ ْيِـَبأ ْنَع ُهََّّأ ََّّ ََ َو ََّّ َع ِهِّبَر ْن
 : َلاَق« ىَـلَع َمْلُّظلا ُتْمَّرَح ْيّـَِِّإ ! ْيِداَبِع َاياْوُمَـلَاظَت َلاَف ؛ اًمَّرَُمُ ْمُكَـن ْـيَـب ُهُتْلَع ََ َو ، ْيِسْفَـَّ  
“Dari Abu Dzar al-Ghifâri Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu „alaihi wa 
sallam meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla , “Wahai hamba-Ku! 
Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku 
menjadikannya haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling menzhalimi.” 
(H.R Muslim no. 2577) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ix 
 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
xii 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif Ā a dan garis di atas 
xiii 
 
atau ya 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
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2. نوذخأت Taꞌ khużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌ ālamīna 
 
 
xvii 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
WING DHEVYA ICHSANTY, NIM 152131033. “STUDI KOMPARATIF 
MENGENAI SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Latar 
belakang penulis melakukan penelitian terkait sanksi pidana pelaku tindak pidana 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual menurut hukum Positif dan 
hukum Islam adalah karena maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang untuk 
tujuan eksploitasi seksual didalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. 
Terkait dengan hal tersebut, aparat penegak hukum terkesan kurang tegas dalam 
menjatuhkan sanksi pidana. Didalam hukum Positif PSK dan pengguna jasa layanan 
seksual tidak dipidana sedangkan mucikari dipidana namun dengan hukuman yang 
sangat ringan. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai apakah 
sebenarnya PSK dan pengguna dapat pula dijatuhi sanksi pidana dalam hukum 
positif? dan bagaimana hukum Islam dalam menjathi sanksi pidana bagi pelaku 
tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual apakah sama atau 
berbeda dengan hukum Positif?  
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penusunan skripsi dengan 
judul studi komparatif mengenai sanksi pidana perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual adalah setudi kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah 
data sekunder  yang terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan 
data tersier yakni Al-Qur;an dan Hadist, norma atau kaidah dasar, dan KUHP dan UU 
No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang sebagai bahan data primer, beberapa 
karya tulis diantaranya: Fiqh jinayah, penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal 
seperti Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan surat 
kabar sebagai bahan data sekunder, dan ensiklopedia sebagai bahan data tersier. 
Hasil penelitian terkait dengan sanksi pidana pada hukum Positif dan hukum 
Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual 
sangatlah berbeda. Terjadi dualism aturan dalam hukum Positif yang mengatur 
mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual yang mana termuat dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506 yang 
hanya menjerat mucikarinya saja dengan hukuman ringan, sedang PSK dan pengguna 
jasa layanan seksual dianggap sebagai korban dan saksi. Aturan lain dalam hukum 
positif terkait dengan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual termuat dalam UUTPPO No.21 tahun 2007 Pasal 1 angka 8, Pasal 9, Pasal 
11, dan Pasal 12 yang mana dapat menjerat mucikari, PSK dan pengguna jasa layanan 
seksual. Sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana perdagangan 
orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam hukum Islam dibedakan, yaitu hukuman 
Ta’zir bagi mucikari dan hukuman cambuk atau rajam bagi PSK dan pengguna jasa 
layanan seksual.   
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ABSTRAC 
WING DHEVYA ICHSANTY, NIM 152131033. “STUDI KOMPARATIF 
MENGENAI SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL 
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. The 
background of the author conducts research related to criminal sanctions of 
perpetrators of criminal acts of trafficking for the purpose of sexual exploitation 
according to positive law and Islamic law because of the widespread cases of criminal 
trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation in society, especially 
Indonesian people. Related to this, law enforcement officials seem to be less strict in 
imposing criminal sanctions. In Positive Law the sex workers and users of sexual 
services are not convicted while pimps are convicted but with very light punishments. 
In this case, the author wants to examine more deeply whether sex workers and users 
can also be subject to criminal sanctions in positive law? and how is Islamic law in 
carrying out criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of trafficking for the 
purpose of sexual exploitation whether the same as or different from the positive law? 
The research method that the author uses in the preparation of the thesis with 
the title of a comparative study concerning criminal sanctions for trafficking in 
persons for the purpose of sexual exploitation is literary study. The type of data in 
this study is secondary data consisting of primary data material, secondary data 
material and tertiary data material namely Al-Qur'an and Hadist, basic norms or rules, 
and KUHP and Law No. 21 of 2007 concerning trafficking in persons as primary data 
material, some papers including: Islamic jurisprudence, studies through theses and 
journals such as Criminal Sanctions Against Persons of Trafficking in Persons and 
newspapers as secondary data material, and encyclopedias as tertiary data material. 
The results of research related to criminal sanctions in Positive law and 
Islamic law concerning the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual 
exploitation are very different. The dualism of the rules in positive law regulates 
criminal sanctions for trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation 
which is contained in the Criminal Code Article 296 and Article 506 which only 
ensnare pimps with light punishments, while the sex workers and users of sexual 
services are considered victims and witness. Other rules in positive law are related to 
the crime of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation contained in 
UUTPPO No.21 of 2007 Article 1 number 8, Article 9, Article 11, and Article 12 
which can ensnare pimps, prostitutes and users of sexual services. Criminal sanctions 
imposed on perpetrators of trafficking in persons for the purpose of sexual 
exploitation in Islamic law are distinguished, namely the Ta'zir for pimps and caning 
or stoning for sex workers and users of sexual services.  
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PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah  
Sebagai mana yang telah kita semua ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. 
Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik 
sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala 
yang membuat mereka merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga 
memilih langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Terkadang juga dilakukan 
tindakan-tindakan yang menyalahi norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. 
Dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini bukan hanya 
kaum laki-laki yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun 
keluarganya. Banyak diantara kaum perempuan memutuskan untuk terjun secara 
langsung dalam usaha memperbaiki kehidupan pribadi dan keluarganya terkhusus dalam 
bidang ekonomi.  
Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan 
kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan 
tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki 
menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. 
Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan 
hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.
1
 
Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma 
Agama, Kesusilaan, Kesopanan dan Hukum yang menjadi dasar bertingkah laku dalam 
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masyarakat. Norma Agama adalah peraturan yang harus diterima oleh manusia sebagai 
printah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukuman bagi 
pelanggar norma ini adalah mendapat siksa kelak di akhirat. Norma kesusilaan adalah 
peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan 
ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesopanan adalah 
peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat 
dari pelanggaran norma ini adalah dicela dari sesamanya. Norma Hukum adalah 
peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. 
Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksi norma ini 
berupa diambilnya kebebasan, harta bahkan nyawa bagi pelanggarnya. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang tergolong 
melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik 
kesusilaan.  
Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan 
saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks 
komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pengguna. Seorang pelacur tidak 
dapat bekerja apabila tidak ada konsumen yang membutuhkan jasa dari pelacur dan 
mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya.
2
 
Kebutuhan hidup manusia menjadi salah satu penyebab timbulnya prostitusi. 
Alasan perekonomian seolah-oleh menjadi alasan pembenar bagi para pelaku untuk 
melakukan kegiatan prositusi. 
Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana 
penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya 
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terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh 
penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi 
akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas 
dari aspek kehidupan atau manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai 
jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami 
dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah 
merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), 
melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu 
(di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenan di 
hati.
3
 
Fakta dalam masyarakat mengungkapkan suatu hal yang baru bahwasanya factor 
ekonomi tidak selalu menjadi pemicu utama bagi para pelaku prostitusi dalam melakukan 
aksinya. Salah satu contoh kasus yang masih segar adalah kasus prostitusi yang dilakukan 
oleh seorang public figure yang notabennya berperekonomian baik yang mana bersumber 
dari Tribunnews.com pada tanggal 5 Januari 2018 lalu, masyarakat dikejutkan dengan 
kabar artis cantik Vanessa Angel ditangkap dengan dugaan terlibat prostitusi online.
4
 
Menurut kacamata penulis, gaya hidup mewah dan mengedepankan reputasi 
dihadapan manusia lain menjadi salah satu factor pendorong dimana seseorang memilih 
jalan pintas untuk mendapatkan kepuasan batin yang ia inginkan. Salah satunya adalah 
dengan jalur pelacuran. 
                                                             
3
 Rean Franklin Ginting,Skripsi: ” Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemanfaatan 
Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas 
Admajaya Yogyakarta,2017),Hal.2 
 
4
http://www.tribunnews.com/seleb/2019/01/11/deretan-fakta-kasus-prostitusi-artis-besarnya-jatah-
mucikari-hingga-daftar-artis-yang-terlibat . diakses pada 29 Januari 2019 pukul 22:00 WIB 
Pelacuran tidak hanya identik dengan nilai moral dari pelakunya, tetapi dari segi 
medis juga menimbulkan penyakit kulit dan kelamin salah satunya adalah HIVAIDS yang 
dapat menular kepada bayi dalam kandungan.  
Berdasarkan data dari UNAIDS, terdapat 36,9 juta masyarakat berbagai negara 
hidup bersama HIV dan AIDS pada 2017. Dari total penderita yang ada, 1,8 juta di 
antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Selebihnya adalah orang dewasa, 
sejumlah 35,1 juta penderita. Masih bersumber dari data tersebut, penderita HIV/AIDS 
lebih banyak diderita oleh kaum wanita, yakni sebanyak 18,2 juta penderita. Sementara 
laki-laki sebanyak 16,9 juta penderita. Sayangnya, 25 persen di antaranya, sekitar 9,9 juta 
penderita, tidak mengetahui bahwa mereka terserang HIV atau bahkan mengidap AIDS. 
Indonesia Penderita HIV/AIDS tahun 2017 berdasarkan kawasan (Avert) Indonesia 
menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini 
menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak di 
seluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,2 juta jiwa. 
5
 
Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang 
terjangkit HIV/AIDS. Jika dikelompokkan berdasarkan latar belakangnya, penderita 
HIV/AIDS datang dari kalangan pekerja seks komersial (5,3 persen), homoseksual (25,8 
persen), pengguna narkoba suntik (28,76 persen), transgender (24,8 persen), dan mereka 
yang ada di tahanan (2,6 persen). Penderita HIV/AIDS terbanyak terdapat di Kawasan 
Afrika Timur dan Selatan dengan angka mencapai 19,6 juta penderita. 
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Selanjutnya di posisi kedua adalah Kawasan Afrika Barat dan Tengah dengan 
angka 6,1 juta pengidap. Angka kematian Data penderita HIV/AIDS dan kasus kematian 
yang diakibatkan olehnya. (UNAIDS) Pada tahun 2017 tercatat jumlah kematian yang 
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disebabkan oleh AIDS sebanyak 940.000 kasus di seluruh dunia. Angka itu terdiri dari 
kematian di usia dewasa sebanyak 830.000 dan sisanya pada usia anak sebanyak 
110.000.
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Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.
8
 Maka 
Indonesia berpedoman pada hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum sebagai peraturan resmi bersifat memaksa dan 
menjadi kontrol sosial dalam masyarakat. Maka setiap warga negara wajib menaati 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa 
dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan 
prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara 
kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau 
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 
KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari 
tindakan prostitusi.
9
 Pelaku perdagangan orang dengan tujuan untuk pengeksploitasian 
seksual juga dapat dikenai hukuman yang sebagaimana tertera pada UU No. 21 tahun 
2007 tentang perdagangan orang. 
Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap 
perdagangan perempuan (dan laki-laki), baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum 
Islam, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam surat 
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an-Nur ayat 33 “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 
Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 
dipaksa itu.” 
Orang-orang yang menjadi korban pelacuran yaitu orang-orang yang dipaksa 
melakukan pelacuran menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam 
kehidupannya. Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin 
ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa tersebut. Dalam QS. An-Nur ayat 33 
tidak disebutkan secara jelas tentang hukum melakukan pekerjaan mucikari. Meskipun 
demikian, bukan berarti tidak ada hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku mucikari. 
Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga ta’zir, dengan ukuran dan jenis 
sanksi yang preventif, agar jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu 
lagi.
10
 
Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan yang mungkin ada antara sanksi 
pidana bagi pelaku perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam Hukum 
Islam dan Hukum Positif. Karena Hukum Positif bersumber pada Undang-Undang, 
sedangkan Hukum Islam bersumber pada Nas.  
Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta membandingkan 
sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam 
Hukum Islam dan Hukum Positif dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang 
berjudul “STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 
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PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL 
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumusakan menjadi 
beberapa permasalahan, sebagai berikut: 
1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk 
tujuan eksploitasi seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? 
2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan Hukum 
Positif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang 
untuk tujuan eksploitasi seksual? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan 
orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam Hukum Positif dan Hukum 
Islam. 
2. Untuk menganalisis bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam 
dan Hukum Positif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam tindak pidana perdagangan 
orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. 
Serta dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya 
dalam memahami tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. 
2. Manfaat Praktis 
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai tindak 
pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dalam Hukum Islam 
dan Hukum Positif dan untuk dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
sebagai wawasan serta untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan acuan bagi mereka yang memerlukan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 
UU No. 21 Tahun 2007, Tentang TPPO).
11
 
Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU 
No. 21 Tahun 2007, Tentang TPPO:
12
 
a adanya tindakan; 
b lokasi perdagangan orang; dan 
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c Tujuan perdagangan orang. 
Subjek Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:
13
 
a. Setiap orang; 
b. Korporasi; 
c. Kelompok terorganisasi; dan 
d. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. 
Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang:
14
 
a. Tindak pidana perdagangan orang; 
b. Tindak pidana impor orang; 
c. Tindak pidana ekspor orang; 
d. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi; 
e. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau keluar negeri 
dengan tujuan dieksploitasi; 
f. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan; 
g. Tindak pidana menggerakan orang lain; 
h. Tindak pidana pembantuan dan percobaan; 
i. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat; 
j. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban; 
k. Tindak pidana memberikan atau memasukan keterangan palsu pada 
dokumen negara atau dokumen lain; 
l. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu; 
m. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas; 
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n. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan 
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan; 
o. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan 
orang; dan 
p. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi dan korban. 
2. Pengertian Eksploitasi Seksual 
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi atau secara melawan hukum menimbulkan atau mentransplantasi 
orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imateriil.”15 
 
3. Hukum Islam 
Hukum Pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri 
dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang 
berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul 
Wahab Khallaf adalah Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang 
diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum 
syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan 
Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan 
apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan 
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oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang 
dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.16 
Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini 
dapat diperinci sebagai berikut: 
a. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya 
hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. 
Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai Jari>mah   Ḥudūd . 
b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, 
karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. 
Seperti qisash diganti dengan diyat, dandiyat diganti dengan dimaafkan. 
c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok 
tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazf, hak 
persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang. 
d. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui 
keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di potong tangan juga 
diberi tambahan dengan dikalungkan tangan dilehernya.
17
 
Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 
a. Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam jilid 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dengan teguran. 
c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.18 
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Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya 
wanita. Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan 
sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan 
zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat 
pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan 
perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka 
sama suka.
19
 
Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. 
Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum 
konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan 
seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam 
kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam 
tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga 
ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan 
bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- 
laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.
20
 
F. Tinjauan Pustaka 
Jurnal Hukum dan Pembangunan karya Arya Mahardka Pradana yang berjudul 
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para 
Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. Jurnal ini merupakan salah satu referensi bagi 
penulis dalam melakukan penelitian. Jurnal ini berisi pembahasan mengenai 
pertanggungjawaban pidna bagi para pihak yang terlibat dalam prostitusi yang mana 
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ditinjau dari sudut pandang hukum positifnya saja, sedang penelitian yang sedang 
dilakukan oleh penulis adalah penulis berusaha menganalisis sanksi pidana bagi para 
pihak yang terlibat dalam perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual 
menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 
Penelitian Skripsi karya Sri Novi Aginta, Dari Fakultas Hukum Universitas 
Medan yang berjudul Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktik 
Prostitusi (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). Penelitian ini 
merupakan salah satu referensi dalam pembuatan skripsi ini dengan pembahsan yang 
hampir sama hanya saja dalam penelitian yang berjudul Studi Komparatif Sanksi 
Pidana Pelaku Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Prespektif 
Hukum Islam Dan Hukum Positif ini penulis tidak menerapkan studi putusan dalam 
mengadakan penelitian melainkan melalui studi literer. 
Penelitian Skripsi karya Fathiya Rizza Amalia, Dari Uiversitas Hasanudin 
Makassar yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana 
Pratik Prostitusi. Penelitian ini menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk 
mengadakan penelitian, hanya saja yang menjadi pembeda adalah penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti tidak hanya menekankan pada hukum pidana positifnya saja 
namun juga hukum pidana islamnya.  
Penelitian Skripsi karya Anisa Rahmatul Ulfa, Dari Fakultas Syari’ah dan 
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak 
Dibawah Umur Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam 
penelitian terdahulu yang menjadi salah satu rujukan referensi penulis ini 
memfokuskan pembahasan pada eksploitasi seksuat terhadap anak dibawah umur 
sedang pada penelitian yang penulis lakukan kali ini tidak tertuju hanya pada anak 
dibawah umur namun terhadap wanita dewasa pada umumnya. 
Jurnal yang ditulis oleh Perdana Eliakhim Manalu Suhaidi yang berjudul 
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa 
Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia) yang mana dimuat dalam USU Law Journal, 
Vol.2. No. 3 tahun 2014. Jurnal ini dipilih penulis sebagi salah satu referensi untuk 
penelitian karena jurnal ini menyinggung mengenai perdagangan orang sama halnya 
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya saja dalam jurnal ini tidak 
memfokuskan pembahsan terhadap pengeksploitasian seks seperthalnya yang penulis 
coba teliti. 
Artikel yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditulis oleh 
Paul Sinlaeloe menjadi salah satu referesi bagi penulis dalam melakukan penelitian. 
Namun dalam artikel ini Paul Sinlaeloe hanya membahas mengenai perdagangan 
orang secara umum tidak spesifik seperti yang penulis coba teliti yaitu 
pengeksploitasian seksual menurut prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana 
positif. 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian. 
Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), 
yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang lain yang 
berkaitan dengan masalah perdagangan orang untuk eksploitasi seksual baik yang 
di pandang dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Juga karena 
sumber-sumber datanya baik yang utama maupun pendukungnya berasal dari teks. 
2.  Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 
dari data sekunder. Sumber-sumber dari data sekunder penelitian hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan 
penulis adalah sebagai berikut : 
a. Bahan hukum primer, Al-Qur;an dan Hadist, norma atau kaidah dasar, dan 
KUHP dan UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa karya tulis diantaranya: Fiqh 
jinayah, penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal seperti Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan surat 
kabar.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia. 
Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka seluruh 
kegiatan penelitian dipusatkan pada kajian buku dan literature yang memiliki 
keterkaitan dengan pembahasan. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku 
dokumentasi yang relevan dengan masalah perdagangan orang untuk eksploitasi 
seksual dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Data ini dikumpulkan dari 
data-data yang telah tersedia kemudian dijelaskan perbandingannya dan diambil 
bagian-bagian tertentu sebagai data.  
3. Teknik Analisisa Data  
Data hasil penelitian dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 
deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang tindak 
pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dalam perspektif hukum 
Islam dan hukum positif. Tujuan penyajian dengan metode tersebut adalah agar 
pembaca mampu memahami secara jelas tentang sanksi tindak pidana 
perdagangan orang untuk eksploitasi seksual dalam perspektif hukum Islam 
maupun hukum positif.  
Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, 
klasifikasi data, sistematisasi data dan data yang sudah disajikan dalam bentuk 
uraian dibahas serta dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik 
kesimpulan. 
Kemudian analisa yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah kualitatif 
komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data 
yang diperoleh dengan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima 
bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut: 
Bab Kesatu, dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan 
ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, dalam bab kedua ini adalah Landasan Teori yang mana 
menguraikan tentang gambaran umum mengenai tindak pidana menurut hukum Islam 
dan hukum positif, gambaran umum mengenai sanksi pidana menurut hukum Islam 
dan hukum positif, dan gambaran umum mengenai pelaku dan korban tindak pidana. 
Bab ketiga, dalam bab ketiga ini adalah mengenai tindak pidana perdagangan 
orang menurut hukum Islam dan hukum Positif, eksploitasi seksual menurut hukum 
Islam dan hukum Positif, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan 
orang untuk tujuan eksploitasi seksual menurut hukum Islam dan hukum Positif. 
Bab keempat, dalam bab keempat ini adalah analisis mengenai perbedaan dan 
persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai sanksi pidana pelaku 
tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. 
Bab kelima, dalam bab kelima ini adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan 
saran, yang mana akan ditarik kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah atau pokok permasalahan dan tujuan penelitian. 
BAB II 
GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAM HUKUM 
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Gambaran Umum Mengenai Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif. 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai 
berikut: 
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a Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan salah yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana. 
b Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
c Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana. 
d Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif 
adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
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e Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 
unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 
dua macam yaitu : 
2
 
1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.  
2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
Adapun asas-asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
adalah sebagai berikut: 
a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah 
ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika 
sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-
Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya 
bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP) 
b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Nullum delictum noella poena sine 
praevia lege poenali). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah 
melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan 
pada diri orang tersebut.  
c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas 
semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah 
teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal 
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berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan 
dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP). 
d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada 
(pasal 5 KUHP). 
e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 
KUHP). 
f. Lex superior derogat legi inferiori, Peraturan perundang-undangan 
bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan 
tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-
undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang 
ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat 
lebih rendah 
g. Lex specialis derogat legi generalis, Asas ini mengandung makna, bahwa 
aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang 
umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex 
specialis derogat legi generalis:  
1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum 
tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum 
khusus tersebut. 
2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan 
ketentuan-ketentuan lex generalis (undang undang dengan undang-
undang). 
3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 
hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. 
h. Asas lex posterior derogat legi priori, aturan hukum yang lebih baru 
mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex 
posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru.  
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut: 
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a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 
kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara 
keseluruhan.  
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 
KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 
dan dipidana.  
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c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 
delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP 
(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) 
orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 
KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 
berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 
KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :  
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 
berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 
KUHP.  
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 
atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu 
tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 
pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana 
tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.
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Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah 
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut 
moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:
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a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli antara lain adalah:
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a. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah: 
1) Unsur subjektif yaitu : 
(a) Orang yang mampu bertanggung jawab.  
Kemampuan dapat bertanggung jawab dapat diartikan 
sebagai kondisi batin yang nomal atau sehat dan mampunya 
akal seseorang dalam mebeda-bedakan hal-hal yang baik dan 
yang buruk. Ada dua factor untuk menentukan adanya 
kemampuan bertanggung jawab, yaitu:
7
 
i. Factor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan 
yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
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ii. Factor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah 
lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang 
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 
(b) Kesalahan (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. 
2) Unsur objektif yaitu :  
(a) Perbuatan orang; 
(b) Akibat yang kelihatan; 
(c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
b. Merger , menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; 
4) Diancam dengan pidana. 
c. Van Hamel, unsur- unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 
Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa Jinnayah  yaitu suatu tindakan 
yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, 
keturunan, akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinnayah untuk perbuatan 
yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, 
menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya dengan demikian istilah fiqih 
jinayah sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan 
yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah ketentuan-
ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dan pelangaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa 
penderitaan badan atau harta. 
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Kata Jari>mah   dalam bahasa indonesia adalah perbuatan pidana, kata lain 
yang yang sering digunakan sebagai pandangan istilah Jari>mah   ialah kata 
jinayah. Hanya dikalangan fuqaha istilah Jari>mah   pada umunya digunakan 
untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ 
baik mengenai jiwa, harta maupun yag lainnya.  . Di anggap sebagai Jari>mah   
ataupun delik  apabila perbuatan memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun 
Jari>mah   dapat di kategorikan menjadi dua (2): pertama rukun umum, artinya 
unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap Jari>mah  . Kedua, unsur khusus, 
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis Jari>mah   tertentu. Adapun 
yang termasuk dalam unsur-unsur umum Jari>mah   adalah:
9
 
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan 
yang di anggap melawan hukum dan pelakunnya tidak dapat dipidana 
kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.  
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk Jari>mah , baik dengan sikap berbuat maupun 
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sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan 
ar-rukn al-madi.  
c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku Jari>mah   adalah orang 
yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap Jari>mah  yang 
dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan ar-rukn al-
adabi.  
Sedangkan unsur khusus pada Jari>mah   ialah unsur yang hanya terdapat 
pada peristiwa pidana (Jari>mah  ) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada 
jenis Jari>mah   yang satu dengan yang lainnya.
10
 misalnya suatu perbuatan 
pencurian barang tersebut bernilai ¼ dinar, dilakukan diamdiam dan benda 
tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, 
seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari ¼ 
dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum 
bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti 
yang ditentukan dalam nash al-Qur’an, pelakunya dikenakan hukuman 
ta’zi>ryang ditetapkan oleh penguasa.11 
Dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, 
yaitu:
12
 
a. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan 
seseorang merasa terawasi oleh Allah swt, karena orang yang melakukan 
kejahatan apa saja di dunia disebabkan karena tidak memngingat Allah swt 
atau dengan kata lain imamnya tidak sedang, bersama dengannya; 
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b. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan 
berdampak pada kebaikan perilaku; 
c. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya 
sudha diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhu 
kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan 
mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal; 
d. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi 
kewajiban semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf dan 
mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal 
pokok dalam menegakkan syariat Islam. 
B. Gambaran Umum Mengenai Sanksi Pidana 
1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif. 
Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, Sanctie, seperti 
dalam poenale santie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial 
Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control 
sosial.
13
 
Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi pengertian sanksi adalah control 
sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh 
lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. 
14
 
Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan 
akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik 
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masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana 
merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan 
terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat 
mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 
merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri pelaku kejahatan tersebut, 
namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari 
kebebasan manusia itu sendiri.
15
 
Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi 
hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, 
bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi 
belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi belaka.
16
 
Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 
masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. 
Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. 
Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum berdasar pada sistem 
paksaan yang diarancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi 
tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari 
komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” 
apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma 
yang lainnya. 
17
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Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu
18
, sedangkan 
Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.
19
 
Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
20
 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati; 
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan. (UU No.20/1946) 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan 
dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan 
yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi 
kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa 
pidana. Menurut Roeslan Saleh, Mengemukakan pendapt bahwa pidana adalah reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara 
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pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap 
pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipya terdiri atas penambahan 
penderitaan dengan sengaja.
21
 
Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana 
dimaksudkan untuk:
22
 
a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism); 
b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan 
oleh terpidana (to deterother from the performance of similar acts);  
c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to 
provide a channel for the expression of retaliatory motives).  
Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang 
akan datang, tujuan dilakukannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 
dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim 
pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan 
oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan 
mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai 
sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana 
mempinyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang 
menggabungkan dan tujuan pemidanaan tersebut.
23
 
Muladi mengistilahkan teori tujan sebagai teleological theories dan teori 
gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan pemidanaan yang 
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beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan 
gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 
harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak 
boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, 
misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang 
selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana.
24
 
2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam. 
Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut „uqubah, yaitu bentuk 
balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ yang 
ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk keselamatan manusia.
25
 
Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari’at Islam adalah merupakan 
realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas 
perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta 
perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa 
pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat 
melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk 
mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau 
kemudlaratan.
26
 
Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga 
masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas 
suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya 
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pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang 
mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :
27
 
a. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk 
melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak 
pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk mendidik pelaku tindak 
pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan 
pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) 
mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya 
tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah 
dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas 
diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan 
tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku. 
b. Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan 
diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya 
apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka 
pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak 
diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum. 
c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si 
pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, 
pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau 
memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum 
bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik. 
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d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus 
disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan 
pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.  
e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas 
dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan 
berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang 
saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan 
disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah 
terhadap hambaNya.  
Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan 
tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:
28
 
a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari 
melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi 
pelakunya. 
b.  Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan 
kemaslahatan masyarakat.  
c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai 
kemaslahatan pribadi dan masyarakat. 
d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku 
tindak pidana. 
Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) dikelompokkan 
dalam beberapa jenis, yaitu:
29
 
                                                             
28
 Ibid…, Hlm.180. 
 
29
 Ibid…, Hlm.181. 
a. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan 
pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam: 
(1) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, 
artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh 
nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai Jari>mah   
Ḥudūd . 
(2) Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti 
karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang 
sah/benar. Misalnya qiṣāṣ diganti dengan diyat, dan diyat diganti 
dengan dimaafkan. 
(3) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok 
tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf 
(menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak 
persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku 
pembunuhan. 
(4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui 
keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan 
pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari 
pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana 
pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan 
hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya 
putusan hakim tersendiri. 
b. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. 
Dalam hal ini ada dua macam : 
(1) Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas 
tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku 
zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.  
(2) Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih. 
c. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam: 
(1) Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.  
(2) Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.  
(3) Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta. 
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari’at adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh 
hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar 
dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat 
dinamakan syari’at.30 
Dan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati tujuan 
adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam maqasid al 
syari’ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau 
sunnah).
31
 
Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan maqasid al syari’ah, 
antara lain adalah :
32
 
a. Abu Zahrah berpendapat bahwa maqasid al syari’ah adalah tujuan puncak 
yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap Hukum Islam, yaitu 
                                                             
30
 Ibid…, Hlm.182 
 
31
 Ibid. 
32
 Ibid…, Hlm.182-183 
kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang bersifat 
hakiki, bukan kemaslahatan yang menuruti keinginan hawa nafsu. 
b. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah 
keinginan pembuat hukum (syari’) dalam mensyariatkan hukum adalah 
demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia. 
c. Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah nilai-
nilai dan sasaran syara’yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar 
dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai 
tujuan dan rahasia syari’ah, yang ditetapkan oleh al Syari’ (Sang Pembuat 
Hukum) dalam setiap ketentuan hukum.  
d. Imam Ghazali berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahat 
yang dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik maslahat 
itu dicapai dengan cara jalbu al manafi’ (menarik manfaat) atau dengan 
cara daf al darar (menolak bahaya/kerusakan). 
e. Al Syatibi berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahah atau 
kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 
Hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan dalam pelanggaran pidana 
pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/ balasan (retribution) dan penjeraan 
(deterrence). Berikut dapat dijelaskan dua aspek dasar rumusan pemidanaan dalam 
Hukum Pidana Islam tersebut, yaitu:
33
 
a. Aspek Ganti Rugi/Balasan (Retribution). Fungsi retributif suatu 
pemidanaan merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh 
para ahli Hukum Pidana Islam, di samping fungsi penjeraannya. Hal ini 
tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayatayat Al-Qur’an itu sendiri 
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yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat-ayat 
Al-Qur’an berikut ini : 
 ْن َأ  ا ًد ا َس َف  ِضْرَْلْ ا  ِفِ  َنْو  َع ْس َيَو  ُه َلو ُسَرَو  َهمل ل ا  َنو ُِبر اَُيُ  َن ي ِذمل ا  ُء اَز َج  َا منَّ ِإ
 اْو َف  ْ ن  ُ ي  ْو َأ  ٍف َلَ ِخ  ْن ِم  ْم ُه ُل ُجْر َأَو  ْم ِه ي ِد ْي َأ  َعمط َق  ُ ت  ْو َأ  او ُبمل َص ُي  ْو َأ  او ُل م ت َق  ُ ي
 ٌب ا َذ َع  ِةَر ِخ ْلْ ا  ِفِ  ُْم َلََو    ۖ  ا َي  ْ ن ُّد ل ا  ِفِ  ٌيْز ِخ  ُْم َلَ  َك ِل ََٰذ    ۖ  ِضْرَْلْ ا  َن ِم
 ٌم ي ِظ َع 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” [Qs. al Maidah (5): 33]. 
34
 
 
b. Aspek Penjeraan (Deterrence) Pemidanaan.  
Penjeraan menjadi alasan hukum (legal reasoning) dijatuhkannya suatu 
pemidanaan. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak 
pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih 
cenderung melihat ke belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, 
maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan 
adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. 
Jari>mah   dalam pembagiannya terdapat beberapa macam, yaitu dilihat dari segi 
hukumannya Jari>mah   dibagi menjadi tiga, yaitu Jari>mah  Ḥudūd , Jari>mah  
qishas atau diyat, dan Jari>mah  taz‟ir . 35 
a. Jari>mah  Ḥudūd  
Ḥudūd  secara etimologis mempunyai banyak arti, yaitu sesuatu yang 
telah ditentukan hukuman, larangan, marah.  Sedangkan Ḥudūd  secara 
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terminologs adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. 
Dan arti uqubah muqaddarah adalah bahwa hukuman telah dibatasi, 
ditentukan, tidak ada pada hukuman itu batasan terendah dan batasan tertinggi, 
artinya bahwa hukuman itu adalah hak Allah SWT, dan bahwa hukuman itu 
tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah 
(kelompok).
36
 
Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah 
setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum  (masyarakat), 
seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat 
penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.  
Jari>mah  -Jari>mah   yang termasuk hak Allah SWT itu ada tujuh, yaitu: 
zina, qadzaf (menuduh zina), harabah (perampokan/pembegalan, gangguan 
keamanan), murtad dan pemberontakan (al-bagyu).
37
  
b. Jari>mah  qiṣāṣ  
Qishas secara etimologis adalah balasan dan perbuatan yang sama 
seperti seseorang perbuat. Sedangkan pengertian diyat secara etimologis 
adalah denda. Sedangkan pengertian qishas dan diyat secara terminologis 
adalah, Jari>mah   qiṣāṣ dan diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman qishas dan diyat. Setiap qishas dan diyat mempunyai hukuman yang 
telah ditentukan, sebagai hak perorangan. Maksud muqaddarah (Hukuman 
yang telah ditentukan) adalah bahwa qiṣāṣ dan diyat mempunyai satu batasan, 
tidak ada baginya batasan-batasan tertinggi dan batas qiṣāṣ yang terendah 
yang fleksibel antara keduannya. Maksut qisash dan diyat sebagai hak 
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perorangan adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak 
pidana, bila ia menghendaki. Apalagi telah memaafkan. Maka gugurlah 
hukuman.
38
 Jari>mah  qiṣāṣ dan diyat ada 5 (lima) yaitu:39 
(1) pembunuhan sengaja; 
(2) pembunuhan semi sengaja; 
(3) pembunuhan tidak sengaja;  
(4) penganiyayaan sengaja;  
(5) penganiyayaan tidak sengaja.  
Berdasarkan defini diatas Mardani menjelaskan bahwa, walaupun qiṣāṣ 
itu telah ditentukan hukuman-hukumannya oleh Allah SWT, tapi qiṣāṣ juga 
merupakan hak individu (perorangan), yang apabilapihak korban memaafkan 
maka gugurlah hukuman-hukumannya 
40
 
c. Jari>mah   Ta‟zir  
Jari>mah   ta‟zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu 
atau beberapa hukuman ta‟zir. Yang dimaksud dengan ta‟zir adalah ta‟dib, 
yaitu member pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan 
macam-macam hukuman untuk tiaptiap tindak pidana ta‟zir, tetapi hanya 
menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang 
paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-
hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta‟zir serta keadaan si 
                                                             
        
38
 Ibid,hlm 116-117. 
 
39
 Ibid. 
 
 
40
 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2015),hlm 117.  
pelaku Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta‟zir tidak memiliki 
batasan tertentu.
41
 
Ta‟zir berdasarkan hak yang dilanggar ada 2 (dua) macam Jari>mah   
ta‟zir yaitu:42 
1) Jari>mah   ta‟zir yang menyinggung hak Allah Artinya, semua 
perbautan yang berkaitan dengan kepentingan dan masalah umum. 
Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-
bahan pokok, dan penyelundupan. 
2) Jari>mah   ta‟zir yang bersinggung hak individu Artinya, setiap 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, 
bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, 
penghinaan, penipuan, pemukulan. 
Ta‟zir berdasarkan segi sifatnya dibagi menjadi 3(tiga) yaitu:  
1) Ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat; 
2) Ta‟zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum; 
3) Ta‟zir karena melakukan pelanggaran  
Ta‟zir dari segi dasar hukum (penetapannya), dibagi menjadi 3 (tiga) 
yaitu: 
1) Jari>mah   ta‟zir yang berasal dari Jari>mah  - Jari>mah   atau 
qiṣāṣ tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, 
seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga 
sendiri. 
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2) Jari>mah   ta‟zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syarā’ tetapi 
hukumannnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi 
takaran dan timbangan. 
3) Jari>mah   ta‟zir yang baik jenis maupun sanksinya belum 
ditentukan oleh syarā’ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan 
kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 
C. Pelaku dan Korban Tindak Pidana 
Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan 
pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan 
perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat 
disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang 
terdapat dalam perumusan tindak pidana. 
43
 
Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang 
melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut 
dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 
55 (1) KUHP yang berbunyi :
44
 
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan.  
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
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Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana 
itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :
45
 
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidan (plager)  
Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui 
bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat 
pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: 
a Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak 
pidana.  
b Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plager). 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang 
menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat 
ditentukan sebagai orang yang melakukan ( doen plager), pada umumnya para ahli 
hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang 
berbunya bahwa : 
“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, 
tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebgai alat di 
dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, 
kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di 
sesatkan atau tunduk pada kekerasan” 
a Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.  
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya 
adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk 
melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara 
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praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin 
hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, 
sedangkan orang yang memperalat disebut sebgai manus domina atau juga 
disebut sebagai middelijke dader ( pembuat tindak pidana langsung).
46
 
Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan 
dengan cara memperalat orang lain :
47
 
1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat 
penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra) 
2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada 
kenyataannya telah melahirkan tindak pidana 
3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah 
pembuatan penyuruh. 
b Tanpa kesengajaan atau kealpaan 
Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh ( manus ministra ) tidak 
dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya 
tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya 
inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat 
untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata 
penyuruh ( doen plager ).
48
 
c Karena tersesatkan 
Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau 
kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh 
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pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas 
kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan 
yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh 
sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri
49
. 
d Karena kekerasan 
Yang dimaksud dengan kekerasan (gaweld) di sini adalah perbuatan 
yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan 
pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah 
diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan 
tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh 
melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang 
menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.
50
 
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana ( mede pleger ) 
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut 
melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat 
dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat : 
51
 
a. Harus adanya kerjasama fisik; 
b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk 
melakukan tindak pidana. 
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana (uit lokken) syarat-syarat uit lokken:
52
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a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak 
pidana.  
b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana  
c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di 
dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain 
sebagainya)  
d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai 
dengan keinginan orang yang menggerakan. 
Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya 
korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu 
tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana 
tersebut. 
53
 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 menyatakan 
bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau 
kerugian ekonomi yang dakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
54
 
Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari 
beberapa penjelasan mengeni korban. Berbagai pengertian korban banyak 
dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi 
internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai 
berikut:
55
 
a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
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kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. 
b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya 
itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk 
menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut. 
c. Muladi, korban ( victims) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 
mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-
haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar 
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan 
kekuasaan. 
Mengenai kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa 
kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian 
karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau 
kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukanya suatu pekerjaan. Walapun yang 
disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan 
tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara 
materiil maupun secara mental.
56
 
Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban, korban 
dapat mempercepat terjadinya sutau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, si 
pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap 
sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini si pelaku 
menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal 
kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, 
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kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek; 
dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia.
57
 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:
58
 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak 
kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan; 
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter 
tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu; 
c. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 
pemicu kejahatan; 
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki 
perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. 
Apabila dilihat dari presfektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer. 
korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:
59
 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 
aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;  
b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban 
untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab 
terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama; 
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c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat 
mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di 
Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus 
dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek 
ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku; 
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan 
fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) 
merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek 
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 
setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang 
tidak berdaya; 
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan 
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh 
terletak pada penjahat atau masyarakat;  
f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri 
(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya 
sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan; 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, 
korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
 
BAB III 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
 
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 
Saat ini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan 
dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan 
bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan 
transnational crime. 
1
 Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat 
yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. 
2
 Perdagangan orang juga 
menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena 
akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga 
menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu 
adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, 
perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang. 
3
 
Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan 
juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi 
yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang 
kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang 
diberikan kepada korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar 
perjanjian. 
4
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Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 
UU No. 21 Tahun 2007, Tentang TPPO).
5
 
Dalam UUPTPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang), 
TPPO dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 
2 UUPTPPO). Tindakan-tindakan yang disebut TPPO dikonstruksi dan dijabarkan 
sebagai berikut: 
6
 
1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud 
untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di 
negara lain;  
2. Menyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya TPPO; Ketiga, 
berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak 
pidana itu tidak terjadi;  
3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO;  
4. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
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penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi;  
5. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia 
dengan maksud untuk di-eksploitasi di luar wilayah negara Republik 
Indonesia;  
6. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak 
langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO;  
7. Membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana;  
8. Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah 
diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan. 
Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bentuk dan modus operandi perdagangan 
orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:
7
 
1. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai 
dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok 
berbagai kegiatan legal, misalnya ”misi kebudayaan”. 
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. 
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan 
seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial 
(kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan 
perempuan Indonesia. 
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 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review, 
Volume 7, 2007, hlm. 6. 
4. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (mail-order bride) 
dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya 
dari calon suaminya. 
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang 
sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan 
moral mereka. 
6. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar 
(due process of law). 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo juga diperoleh 
bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:
8
 
1. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga. 
2. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di 
antaranya sebagai pemandu karaoke). 
3. Dijadikan sebagai pelacur. 
4. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi. 
5. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang. 
6. Bekerja di luar negeri. 
7. Kawin kontrak. 
8. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis. 
9. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, 
peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa 
dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi 
mereka. 
10. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit. 
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11. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming 
gaji yang tinggi. 
12. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata 
dipaksa untuk menjadi pelacur. 
13. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk 
bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat 
melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan. 
14. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi 
batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta 
tidak mendapatkan gaji. 
Tindak Pidana Pergangangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian 
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No.21 
Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang 
adalah: setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan 
tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang 
adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:
9
 
1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan materiil maupun imateriil. 
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 Syamsuddin.Aziz, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm 57-58  
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. 
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan , 
membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. 
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari 
satu tempat ke tempat lain. 
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum, dengan atau tanpa 
melakukan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi 
nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 
6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum berupa 
ancaman, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang 
kebebasan hakiki seseorang. 
7. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau 
keadaan  menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya 
atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya 
sebagai bentuk pelunasan utang. 
B. Eksploitasi Seksual  
Perbuatan pidana adalah merupakan tindakan yang jahat, buruk atau jelek 
yang dilakukan oleh pelaku. Subjek pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan 
pidana. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu memperdagangkan atau 
memperjual belikan manusia. Tujuan tindakan itu, yaitu untuk eksploitasi. Eksploitasi 
adalah:
10
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“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak 
terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
reproduksi, atu secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemapuan 
seseorang pihak lain untau mendapatkan keuntungan baik meteriil maupun 
immaterial.”11 
 
Adapun pengertian eksploitasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:
12
 
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah: 
pengusahan; pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; 
pengisapan; pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan 
tindakan yang tidak terpuji.
13
 
2. Pengertian eksploitasi anak menurut Pasal 66 ayat 33 Undang-undang No.23 
tahun 2002 yaitu: eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu 
menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak sesuai dengan Pasal 66 ayat 33 
Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
14
 
3. Pengertian eksploitasi menurut Martaja, 2005. Menurut Martaja, (2005) bahwa 
pengertian eksploitasi seksual adalah memanfaatkan seseorang secara tidak 
etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang.
15
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4. Pengertian eksploitasi menurut Joni. Menurut Joni,(2006) bahwa pengertian 
eksploitasi adalah memperalat individu lain untuk tujuan kepentingan diri 
sendiri.
16
 
5. Pengertian eksploitasi menurut Suharto, (2005). Menurut Suharto bahwa 
pengertian eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang 
dilakukan secara sewenang-wenang. 
17
 
Ada dua unsur yang terkandung dalam definisi eksploitasi, yang meliputi:
18
 
1. Adanya tindakan; dan 
2. Tujuan 
Tindakan perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku, yaitu memaksa 
orang untuk melakukan:
19
 
1. Pelacuran; 
2. Kerja atau pelayanan paksa; 
3. Perbudakan atau praktik serupa perbudakan; 
4. Penindasan; 
5. Pemerasan; 
6. Pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; atau  
7. Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh; atau 
8. Memanfaatkan tenaga; atau 
9. Kemampuan seseorang oleh pihak lain. 
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Tujuan atau esensi eksploitasi yaitu untuk mendapat keuntungan, baik materiil 
maupun immateriil. Yang menikmati keuntungan, yaitu pelaku tindak pidana 
perdagangan orang.
20
 
Saat ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dicenangkan. 
Namun, pada pelaksanaannya kaum perempuan kerap mendapatkan perilaku 
diskriminasi dan eksploitasi. Berikut ini adalah bebrapa contoh eksploitasi yang 
dialami oleh perempuan:
21
 
1. Menjadi pekerja seks komersial. Walaupun sebagian perempuan menganggap 
profesi ini sebagai pekerjaan, kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak 
suka pekerjaan tersebut. 
2. Eksploitasi perempuan dimedia massa (TV, Koran cetak, internet, iklan, dan 
lain-lain) yang bertujuan untuk menaikan perhatian masyarakat terhadap suatu 
produk atau media. Walaupun banyak yang tidak menyadarinya, bentuk 
eksloitasi perempuan ini dapat merusak. 
Eksploitasi seksual berarti penggunaan serta pemanfaatan relasi seks 
semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan 
seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi dan 
uang.
22
 
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/ moral 
dan melawan hukum. Dalam praktiknya prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan 
diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, sering kali diwujudkan 
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dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “lokalisasi”, 
serta dapat ditemukan diseluruh negeri. 
23
  
Pada peristiwa pelacuran itu ada dorongan-dorongan seks yang tidak 
terintegrasi dengan kepribadian. Artinya, impuls-impuls seks itu tidak terkendali oleh 
hati nurani.
24
 Maka dalam pelacuran ini ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara 
bebas dengan banyak pria atas perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah 
pihak atau para pelakunya.
25
 
Jarang sekali perempuan masuk kedalam dunia prostitusi dengan kehendak 
sendiri. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh 
berbagai factor yang melingkupi mereka. Perdagangan perempuan tampaknya sudah 
menjadi suatu hal yang lumrah/terbuka. Orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat 
dan aparat kesemuanya ikut terlibat.
26
 
Para ahli memberikan beberapa pengertian mengenai pelacuran. Pelacuran 
berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri 
berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Perkins dan 
Bennet dalam Koendjoro (2004), memberikan pengertian pelacuran sebagai transaksi 
bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak 
jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks 
dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, Supratiknya (1995) 
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menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan 
seksual demi imbalan uang.
27
 
Selain pengertian pelacuran di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, 
Kartini Kartono (2007) menjabarkankan definisi dari pelacuran adalah sebagai 
berikut:
28
 
1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi 
impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk 
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang 
(prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal 
tanpa afeksi sifatnya.  
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan 
memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang 
untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.  
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan 
badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. 
Pelaku pelacuran disebut dengan prostitue atau yang lebih kita kenal dengan 
palacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal 
dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal 
dengan sebutan gigolo. Koentjoro (2004) mendefinisikan wanita tuna susila (WTS) 
sabagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan 
dianggap tidak memiliki adap dan sopan santu dalam berhubungan seks. Sedangkan 
gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang 
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dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan 
seksual.
29
 
Mucikari mempunyai peranan sebagai pengasuh bisa juga dikatakan makelar 
atau perantara atau sebagai pemilik „sementara‟ pekerja seksual komersial (PSK). 
Pekerja seksual ini bisa atau tidak tinggal serumah dengan mucikari (misalnya dalam 
suatu bordil), akan tetapi seorang mucikari selalu berhubungan dengan Pekerja Seks 
Komersial (PSK) tersebut. Fungsi ganda mucikari ini berperan sebagai pelindung bagi 
PSK dari pengguna jasa yang mungkin berbuat kurang ajar atau merugikan PSK.
30
 
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk 
melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks 
Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan 
Wanita Tuna Susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek 
prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi 
utama dari mata rantai praktek prostitusi.
31
 
PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatantingkatan 
operasional, diantaranya :
32
 
1. Segmen kelas rendah. 
Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang 
ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, 
kuburan,taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan 
kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK 
tersebut. 
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2. Segmen kelas menengah.  
Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma 
menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar 
untuk di booking semalaman. 
3. Segmen kelas atas.  
Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang 
relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk 
mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya 
untuk menerima pelanggan tersebut. 
4. Segmen kelas tertinggi.  
Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita 
model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas 
atas ini. 
Kartini Kartono (2005: 239) menyatakan ciri-ciri khas dari pelacur ialah 
sebagai berikut :
33
 
1. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).  
2. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. 
Bisa merangsang selera seks kaum pria.  
3. Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. Yang 
terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali 
memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11- 15 tahun, yang ditawarkan 
sebagai barang baru. 
4. Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk 
menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan 
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lahiriahnya, yaitu : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang 
merangsang. 
5. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis, 
tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme sangat 
provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara kasar. 
6. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke 
tempat/kota lainnya.  
7. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan 
berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur 
dari kelas tinggi (high class prostitutes) pada umumnya berpendidikan sekolah 
lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademi dan perguruan tinggi, yang 
beroprasi secara amatir atau secara professional. 
8. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% 
adalah mereka yang lemah ingatan (feeble minded). Selebihnya adalah mereka 
yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat 
intelegensinya. 
Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada 
selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan 
anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai mahluk individu maupun 
sebagai mahluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, 
mempunyai kehendak yang antara lain: 
34
 
1. mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan yang ada; 
2. mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya; 
3.  mempertahankan hidup generasinya melalui perkawinan; 
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4. mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi 
kebutuhan biologis; 
Dalam praktek prostitusi terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
35
 
1. Para pelaku atau subyek prostitusi adalah orang laki-laki dan orang perempuan 
di luar hubungan pernikahan. 
2. Peristiwa yang dilakukan adalah hubungan seksual atau hubungan 
persetubuhan, yang dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua pihak, 
atau bukan karena paksaan. 
3. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan biologis (bagi laki-laki), dan 
kebutuhan uang (bagi perempuan). 
Coleman, Butcher dan Carson (A. Supratiknya, 1995: 97) menyatakan ada 
empat macam pelacuran yaitu sebagai berikut :
36
 
1. Hubungan heteroseksual di mana pihak perempuan menerima pembayaran.  
2. Hubungan heteroseksual di mana pihak lelaki menerima pembayaran.  
3. Pelacuran homoseksual di mana seorang lelaki menawarkan layanan hubungan 
homoseksual pada lelaki lain.  
4. Pelacuran homoseksual di mana seorang perempuan menawarkan layanan 
hubungan homoseksual kepada perempuan lain. 
Berbeda dengan pendapat di atas, Kartini Kartono (2005: 251) membagi jenis-
jenis prostitusi menjadi empat macam, yaitu :
37
 
1. Prostitusi menurut aktivitasnya : 
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a. Prostitusi yang terdaftar. Prostitusi yang pelakunya diawasi oleh bagian 
Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan 
Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. 
b. Prostitusi yang tidak terdaftar. Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka 
yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara 
perorangan maupun kelompok. 
2. Pelacuran menurut jumlahnya : 
a. Prostitue yang beroperasi secara individual merupakan single operator. 
b. Prostitue yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur 
rapi. 
3. Pelacuran berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya : 
a. Segreasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks 
penduduk lainnya. 
b. Rumah-rumah panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour). 
Beberapa peristiwa penyebab prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain 
sebagai berikut:
38
 
1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada 
larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum 
pernikahan atau di luar pernikahan; 
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, 
khususnya di luar ikatan perkawinan;  
3. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan 
oknumoknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks; 
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4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-
saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai 
pernikahan sejati;  
5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat 
manusia; 
6. Kebudayaan ekspoitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi 
kaum lemah (wanita) untuk tujuan-tujuan komersil; 
7. Ekonomi laissez-faire (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem 
harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam 
relasi seks;  
8. Peperangan dan masa-masa kacau ( dikacau oleh gerombolan-gerombolan 
pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi;  
9. Aadanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah 
pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya 
ketidakseimbangan rasio pria dan wanita;  
10. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat 
setempat. 
 
C. Sanksi Pelaku Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual 
1. Menurut Pasal 296 KUHP 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prostitusi 
diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 
39
 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 
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pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”  
 
Bagian inti delik (delictsbestanddelen):
40
 
a. Sengaja; 
b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang 
lain; 
c. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. 
Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau 
mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis 
prostitusi. Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat 
dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian 
atau kebiasaan.
41
 
Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya 
dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap 
pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (Pengguna) sendiri tidak dapat 
dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks 
transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari 
(pimp).
42
 
Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP 
misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan 
dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). 
Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik 
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rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan 
pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.
43
 
Orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah 
orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-
laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali 
untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya 
menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.
44
 
2. Menurut Pasal 506 KUHP 
Pasal 506 KUHP berbunyi:
45
 
”Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama satu tahun.” 
 
Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing 
yakni:
46
 
a. Barangsiapa  
b. Mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita  
c. Menjadikannya sebagai pencarian. 
Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 
ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur barangsiapa.
47
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Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, 
yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP 
maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.
48
 
Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam 
ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur “mengambil 
keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”. Undang-undang tidak 
menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di 22 
dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, tetapi pada 
hakikatnya keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang sifatnya 
kebendaan dalam artian seorang germo menggantungkan diri pada uang yang 
dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian 
besar kebutuhan hidupnya.
49
 
Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 506 
KUHP ialah “menjadikan sebagai pencarian”. Unsur ini dapat dimaknai bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo/mucikari merupakan perbuatan 
yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu 
kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktek prostitusi.
50
 
Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP, orang 
yang menyewakan kamar agar seorang wanita dapat melakukan suatu 
perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga tidak dapat dituntut 
karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, melainkan ia 
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dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam 
Pasal 296 KUHP. Sehingga di dalam surat dakwaan, unsur tersebut harus 
didakwakan oleh penuntut umum.
51
 
3. Menurut UUTPPO No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan 
Orang 
Praktik perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual 
komersial terhadap tindak pidana perdagangan orang (trafficking) berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang memiliki korelasi dengan beberapa kasus di tanah air.
52
 
UUPTPPO Pasal 2 angka 1  dan 2 memberikan sanksi pidana kepada 
traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda maksimum 
sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Jika trafficker (pelaku-pelaku) 
mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan kejiwaan berat, 
penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau 
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya 
ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Apabila 
membawa kematian seseorang, maka pelaku diancam penjara 5 (lima) tahun 
sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai 
dengan Rp 5.000.000.000. 
53
 
Selain itu, UUTPPO menyebutkan dalam Pasal 9 adalah sanksi bagi 
setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan 
tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak berlaku. 
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Ancaman kepada pelaku yang turut serta menggerakkan adalah penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Sanksi denda pula 
minimum Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan maksium sebesar Rp 
240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
54
 
UUTPPO Pasal 11 menyebutkan tentang Setiap orang yang 
merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
55
 
Dalam UUTPPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang 
dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan 
korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak 
pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 
56
 
Sedang yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan 
Pasal 6 adalah: 
1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
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kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia. 
2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. 
3) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk 
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. 
4) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk dieksploitasi. 
5) Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi. 
D. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam 
Praktik-praktik perdagangan orang juga terdapat pada zaman sebelum 
Islam atau disebut dengan zaman jahilliyah (era kebodohan). Pada zaman ini 
banyak orang yang tidak memahami bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, 
yang merdeka (bebas), serta otonom, dan harus dihormati. Kelompok-kelompok 
yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan penghinaan adalah perempuan, 
anak-anak dan orang-rang yang miskin. Penindasan oleh yang kaya dan kuat 
banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini tidak dianggap 
sebagai pelanggaran.
57
 
Secara normatif (merujuk pada al-Qur‟an), Islam tampaknya 
membenarkan perbudakan, namun demikian di sisi lain juga menentang 
perbudakan itu sendiri. Dalam banyak ayat al-Qur‟an dan hadits Nabi SAW, 
disebutkan misalnya tentang kewajiban kafarat (tebusan) atas pelanggaran hukum 
dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak, dan 
seterusnya. Fakta ini, jika dipikirkan secara mendalam, justru menunjukkan posisi 
atau kedudukan al-Qur‟an pada menentang perbudakan58 
Namun demikian, jika dianalisis, al-Qur‟an justru banyak yang 
menyinggung perihal dampak atau akibat dari perdagangan orang itu sendiri, 
yakni adanya konsep perbudakan hingga ada istilah budak belian. Fenomena 
perbudakan adalah gambaran dari relasi pemikiran manusia atas manusia lain, 
baik karena transaksi jual beli. Jadi di sini, sesungguhnya secara tidak langsung 
Al-Qur‟an mengakomodasi isu atau tema tentang perdagangan orang, dalam posisi 
inilah maka ulama menyamakan perdagangan orang di zaman sekarang, dan 
perbudakan di masa lalu.
59
 
Salah satu pilihan hukuman bagi pelanggaran ajaran agama Islam adalah 
memerdekakan budak, dari arti zaman jahiliyah, disepakati ulama dengan 
mengharamkan, tidak berarti perbudakan kemudian lenyap. Perbudakan era 
jahiliyah kini menjelma dalam bentuk perdagangan orang untuk kepentingan 
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bisnis prostitusi yang dikelola sangat rapi oleh jaringan mafia internasional 
sebagaimana perbudakan berbau seks yang terjadi pada masa Nabi dilarang.
60
 
Secara lebih khusus, al-Qur‟an juga bicara tentang perdagangan Perempuan 
dalam QS. An-Nur (24): 33.
61
 
 َبَاتِكْلا َنىَُغتَْبي َهيِذهلاَو ۗ ِِهلَْضف ْهِم ُ هاللَّ ُُمَهِيىُْغي ٰىهتَح اًحاَِكو َنوُدَِجي َلَ َهيِذهلا ِِففَْعتَْسيْلَو
 َلََو ۚ  ْمُكَاتآ يِذهلا ِ هاللَّ ِلاَم ْهِم ُْمهُىتآَو ۖ اًْزيَخ ْمِهِيف ُْمتْمِلَع ْنِإ ُْمهُىِبتاََكف ْمُُكواَمَْيأ ْتََكلَم ا همِم
 ه ُهْهِزُْكي ْهَمَو ۚ َايْو ُّدلا ِةَايَحْلا َضَزَع اىَُغتَْبِتل ًاى ُّصََحت َنْد ََرأ ِْنإ ِءاَغِبْلا َىلَع ْمُكِتَاَيَتف اُىهِزُْكت
 ٌميِحَر ٌرُىفَغ ه ِهِهاَزْكِإ ِدَْعب ْهِم َ هاللَّ هِنَإف 
 
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 
budak-budak yang mereka miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah 
kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak 
perempuan kalian untuk melakukan pelacuran, padahal mereka itu 
sesungguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah 
untuk mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka 
yang dipaksa.” 
 
Ayat di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu:
62
 
1. Kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih 
ditujukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok 
masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. 
2. Kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. 
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak 
kaum muslimin. Sebagian lagi mewajibkan pembebasan tersebut kepada 
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tuan/pemiliknya (al-sayyid). Dalam konteks perbudakaan lama, pembebasan 
tersebut dilakukan dengan cara membelinya untuk kemudian 
memerdekakannya, sebagaimana yang dilakukan, misalnya, oleh Abu Bakar 
terhadap Bilal bin Rabah.  
3. Kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang 
bekerja untuk majikannya harus diberikan.  
4. Haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi. 
Lebih jauh, dalam sebuah hadist kudsi allah Saw. berfirman:
63
 
نننننَعـِاننننْن ِ َْن ـُنننننن َ ْ ِـ ََّ ننننن َ َـِاننننن ْ ََعُـَّيـيننننننَّ َـ ـنِينننننَّصِّيـِبنننننَعـ ـُانننننْصَعُـَّيـ َْ ننننن َِاـ َن ِاُنننننَضِرِّْيـ راَفـ ْْ نننننِن َيـْبنننننَعـْب
ـ ـَلُنننَن ـُاننننَّ َيـَّاننننََّ َـ ََّّننننَعـِاننننن َا«ْـ  َََّ َـ ـ ْْ نننن ِْضَن ـيننننَن َعـ َنننن َْف ِّيـ ُـ نننن ََّْ َُّـ ْْ ننننن ِحـْـ َْ
ِِ ُنننَنِِعـُنننَن ـ ْ ُننننَنص ْن َن ـُانننُنت
يْو َُنَُِّ َتـَلا َـ؛ـًََُّ َُمُ 
“Dari Abu Dzar al-Ghifâri Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu „alaihi 
wa sallam meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla , “Wahai hamba-Ku! 
Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku 
menjadikannya haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling 
menzhalimi.” (H.R Muslim no. 2577) 
 
 
Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras 
orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. 
Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah 
Radhiyallahu‟anhu:
64
 
ـ ُْه ُْصَخـَُ َيـٌةَشَلاَشـ ـاَّ ِّيـَل َُ ـ ـَلَُ  َـ    ـا  عـا ُِّّى ــنِيَّصِّيـْبَعـاصعـا ِّّيـ َْ  َِاـَة َْن ُهـْبيَيـْبَع
َـدَغـَُّثُـ بيـ يَطْعَيـ ٌاََُّاـ ِةََـ ُ َِقِّْيـ َمو َـْوَنت ْ َـ ًييرَِّـ َيـ  َََّـ أَت ْيـ ٌاََُّا َـ ُاََصَثَـ َاَكَأ َيًا ََ ُحـ َُع  َـ ٌاََُّا َـ َا
ُـَه ََّْيـِط ُْن َْـلَ ـُاْص ِى َ 
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”Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa 
sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang 
Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang 
bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang 
menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: 
seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan 
pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.” 
Mengingat praktek ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan 
syari‟at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi 
dirinya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul saw dan ini merupakan qaidah:
65 
لَ و رزر لَرازر  
kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena 
membahayakan bagi orang lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari 
itu pemerintah atau siapapun yang berwenang melarang tindak pidana pada pelaku 
perdagangan orang dan memberikan hukuman yang setimpal.
66
 
Realitas sebagaimana disampaikan diatas, kemudian diatur dalam sebuah 
tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan, dan membawa 
misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, 
penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas 
dasar apapun. Semua tindakan itu, oleh Islam dipandang bertentangan dan 
melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan 
tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia 
terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun, 
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bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah 
pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.
67
 
Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari 
segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, 
dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik segaja maupun tidak. Kalau 
terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan 
pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Dengan demikian, tindakan 
trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan 
(hirabah) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.
68
 
 
E. Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Islam 
Pada hakekatnya, orang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang 
terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam 
sebagai al-mustadh‟afin (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang 
karena tertindas akibat dari system dan struktur yang timpang dalam masyarakat. 
Baik al-Qur‟an maupun hadis menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur 
dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan 
beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang 
yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya 
tetap beriman kepada Allah swt.
69
 
Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya 
wanita. Oleh karena itu, Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang 
merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah 
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mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan 
badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai 
keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual 
yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
70
 
Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit 
menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan 
oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah 
Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan 
badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan 
pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam? Inilah 
yang menjadi permasahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat 
dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. 
Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu muhsan (sudah menikah) dihukum 
dengan cara dirajam dan ghair muhsan (belum menikah) dengan cara dijilid.
71
 
Para Ulama dalam memberikan definisi zina dalam kata yang berbeda, namun 
mempunyai substansi yang hampir sama, yaitu:
72
 
1. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan 
mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara 
sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.  
2. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki 
yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai 
milik.  
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3. Menurut Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan zina adalah memasukan zakar 
kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang 
syahwat.  
4. Menurut Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan keji 
pada kubul atau dubur.  
5. Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah menyetubuhi 
orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau 
persetubuhan yang diharamkan.  
6. Menurut Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan 
kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam 
kubul maupun dubur tanpa ada syubhat. 
Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefinisikan, bahwa 
perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang 
tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama 
seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan 
istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki- 
laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama 
tersebut dapat diketahui bahwa unsur- unsur Jari>mah   zina itu ada dua, yaitu:
73
 
a. Persetubuhan yang diharamkan; 
b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum 
Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus 
menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang 
bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup 
yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya 
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kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan uang 
setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan 
berpendidikan rendah seperti dilokalisasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- 
hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita-wanita kaya yang 
membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan 
bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar 
pelacur laki- laki untuk menunjukan harga dirinya didepan teman- temannya.
74
 
 
F. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi 
Seksual Menurut Hukum Islam. 
Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau perzinaan, Allah swt 
memberikan penjelasan dalam Al-Qur‟an sebagai berikut :75 
 ًليِبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَِّنإ   ۖ  َانِّزلا اُوبَرْق َت َلَ َو 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan 
keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra‟ 17 : 32).76 
 
ـِب ِِ ـفِـٌة ََْياـُ َِِبِـ ُْكْذُخَْأتـَلَ َـ ۖۖ ـٍةَد َْـَّـََةئُ َِـُ َُه ْنص َِـٍدُِّي َـَّاُـك ي ُد َُِّْ َـنِيََِّّّي َـُة َِ يََِّّّي
َـيِص َِْؤ ُِّْيـ َب َِـ ٌةَِضئَُطـ ُ َُهَن يَذَعـ ْدَهْش َِّْ َـ  ۖۖ ـ  ِِخْلْيـ ِمْوَن ِّْي َـ ِاَّ ُِِّ ـ َنوُصَِْؤُنتـ  ُْتْصُـك ْنِحـ ِاَّ ِّي 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” 
(QS An-Nur 24 : 2).
77
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Dari kedua ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa hukum prostitusi 
adalah haram.
78
 Prostistusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih 
luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang 
bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum 
Ḥudūd  baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam 
pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT.
79
 
Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu :
80
 
1. Prostitusi sendiri lebih mengarah panda tindakan; 
2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual 
kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi. 
Definisi ini nantinya akan terus berkembang mengikuti kemajuan 
jaman dan tekhnologi. Dewasa ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang 
dari dunia maya dengan melalui live chat yang bisa dilihat oleh banyak 
user internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut 
dapat dinikmati secara langsung dan interaktif. Tetapi apapun itu 
sebaiknya kita kembali pada peringatan Allah : 
ـَنوُِن َّطِّي َـ َيِِن َّط ِـِّـ ُتَُِن َّطِّي َـ  ۖۖ ـ ِتَُث َِِخ ِِّْـ َنُوث َِِْلْي َـ َيِث َِِخ ِِّْـ ُتَُث َِِْلْي
ٌـِي َـك ٌقِْزا َـٌَة ِضْرََ ـ َُْلَـ ۖۖ ـَنُوِّوُقَن ـ َُّمِـَن ُءَّ َنَُِ ـَكِئََِّٰ ُيـ ۚۖ ـِتَُِن َّط ِِّ 
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-
laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-
wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang 
baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang 
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dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang 
menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” 
(QS An Nuur 24:26) 
 
Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu 
sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian 
zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. 
Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum 
Ḥudūd  dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita 
yang bukan haknya pada kemaluannya. Dan dalam pengertian khusus 
adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum Ḥudūd .81 
Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina. 
Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual 
yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang 
bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. 
Sedangkan As-syafi‟iyyah mendefiniskan bahwa zina adalah masuknya 
kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan 
mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. 
Dan Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah 
(hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau 
dubur. Mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual 
orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung 
(bertemu) maupun tidak langsung.
82
 
Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun 
waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh 
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manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual 
memang luar biasa menggiurkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang 
pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.
83
 
3. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang 
menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materil. 
4. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara 
seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan. 
5. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain 
demi keuntungan materi. 
Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki 
atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Unsur “layanan seksual” 
dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan 
perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan. Unsur ini sama 
dengan unsur yang terkandung dalam unsur zina dalam hukum Islam sehingga 
prostitusi dapat dijerat dengan Jari>mah   hudûd yang dipakai untuk menjerat 
pelaku zina.
84
 
Dalam Hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya 
dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, bagi para 
PSK yang mana mereka telah berbuat zina maka pelakunya dihukum dengan 
hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak 
orang), jika muhsan. Jika ia ghairu mushan, maka ia dihukum cambuk 100 kali.
85
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Sebagai langkah rekonstruksi terhadap masalah hudûd misalnya adalah 
hukuman rajam bagi pelaku zina. Hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan di 
dalam Alquran tidak ada, yang ada hanya dalam hadis. Penerapan rajam dalam 
aspek penjeraan tidak tercermin, karena peluang hidup bagi pelakunya sangat 
mungkin tidak ada.
86
 
َـُّـنـٍسََُّعـِب ْيـِبَعـ ِاَّ ِّيـِد َْنُِعـْبَعـ َن  ِْهفَِّّيـِبَعـ ُنُ َْض ُـَُصَنث َّدَُّـ ِاَّ ِّيـِدَِْعـُب ْـ ْف  َِعـَُصَنث َّد
َـلوُقَن ـ َّتََُّّـٌنَََُزـِسَُّصُِِّ ـَلُوط َـْنَيـ ُـ  ِشَخـْدََقِّـ ُ َُعـَلَُ ـَلَُ ـ ـن ُ هصعـَّيـي اـَـلَـٌاِئَُ 
ِـاَّ ِّيـِبَُتِـك ِفِـ  َََّّْ ِّيـ ُدَِنَ.ـــْبََ ـي ََعـ ٌّقَُّـ  َََّّْ ِّيـ َّنِح َـ َلََيـ  ُاَّ ِّيـ ََُلَََّْن َيـ ٍةَض ِ  َـ ِك َْنِت ـ يوف ِض ََن 
ــُنُ َْض ُـ َلَُ ـ ـن ُفَيتِْعِلَيـ  َْيـ ُا َْْلْيـ َنَُـك  َْيـ  ُةَصنن َنِِّْيـ ِـ ََ َُ ـ يَفِحـ  َبَصَُّْيـ ْد َ َـ  َنََزـيَذَك
ُـهَد َْن ـَُصَْجََا َـ    ـا  عـَّيـي ــِاَّ ِّيـُلو َُاـ ََََّاـْد َ ََـلََيـنـ ُـ َْ ِضَُّ.ـ  
 
Narrated Ibn‟ Abbas: „Umar berkata, “Aku khawatir jika waktu lama telah berlalu, 
orang-orang akan berkata, “Kami tidak menemukan ayat-ayat rajam (dilempari 
batu sampai mati) dalam Al-Qur‟an, ” dan maka mereka jadi tidak melakukan 
kewajiban yang telah Allah tetapkan. Perhatikan! Aku menegaskan bahwa hukum 
Rajam harus dilaksanakan bagi dia yang melakukan hubungan seks haram, jika 
dia telah menikah dan kejahatan ini dibuktikan oleh saksi-saksi atau kehamilan 
atau pengakuan.” Sufyan menambahkan, “Aku telah mengingatnya seperti ini.” 
„Umar menambahkan, “Sudah jelas bahwa Rasul Allah melakukan hukum Rajam, 
dan jadi kami pun harus mengikuti perbuatannya.” (Sahih Bukhari, Volume 8, 
Book 82, Number 816) 
 
 
Jika hukuman jilid memberi penyadaran dan kemaslahatan umat tidak 
terganggu maka sanksi hukum yang bersifat kondisional ini dapat dikembangkan 
berupa hukuman penjara atau sanksi hukum lain yang mengarah pada penyadaran. 
Paradigma di atas sejalan dengan pemikiran hukum pidana Islam kontemporer. 
Hukuman dalam konteks riil lebih ditekankan pada aspek zawâjir dari pada aspek 
jawâbir sebagai maqâshid atau „illah hukum. Artinya, hukuman yang dilakukan 
ditekankan kepada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak 
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pidana. Dengan demikian, hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang 
tertera dalam nash.
87
 
Atas dasar ini, pelaku tindak pidana bisa saja dihukum dengan hukuman selain 
yang tertera dalam nash, yang penting hukuman itu diharapkan dapat membuat 
pelakunya jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat 
orang yang mempunyai niat serupa mengurungkan niatnya.
88
 
Berdasarkan nilai mashlahah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam 
menentukan hukum, maka hal yang sangat penting adalah kesesuaian hukum 
dengan masyarakat. Artinya, jika terdapat hukuman selain rajam atau jilid dan 
hukuman itu diterima oleh masyarakat serta menjadi standard untuk ukuran 
mashlahah dan adil, maka pemberlakuan hukum itu dapat diterima. Meskipun 
demikian, langkah itu harus memperhatikan berbagai aspek tujuan. Dalam hal ini, 
tujuan hukum pidana itu untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan, dan 
pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran lagi yang dapat ditiru oleh 
masyarakat yang lain.
89
 
Dengan demikian penetapan sanksi pidana Islam terhadap pelaku prostitusi 
tidak mesti dilakukan dengan penjilidan atau rajam yang tidak memberikan orang 
berubah untuk berbuat baik, tetapi diterapkan penjara atau denda selama 
mengandung unsur penjera.
90
 
Larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap 
perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, 
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berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah 
haram hukumnya.
91
 
ـْبََ َـ  ۚۖ ـ ُ َْن فدِّيـ ِةُ ََْلْيـَض ََعـ يوُرَنتِْ َِتِّـ ًُصف ََتَـ َنََِْايـ ْنِحـ ِءَُرِِِّْيـي ََعـ  ْ ُِتُ ََنتَن ـ يوُِه ْـ ُتـ َلَ َ
ٌـ  َُِّاـٌاوُضَغـ َّبِهِهَي ْكِحـِد َْن ـْب َِـَاَّ ِّيـَّنَِإ ـ َّبُهِْه  ْ ُ 
 
“….Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk 
melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan 
kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah untuk mencari keuntungan 
duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa.” 
 
 
Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina. Selain 
larangan melakukan tindak pidana perzinaan, dalam surat an-Nur ayat 33 secara 
tegas diatur pula tentang larangan melakukan pekerjaan mucikari yang 
menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.
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Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap 
mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada 
hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga ta‟zi>r, 
karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi Ḥudūd  
(termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai Jari>mah   
ta‟zi>r dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak 
berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Perbedaan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Sanksi Pidana Bagi 
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual 
 
Sanksi pidana pelaku perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual didalam 
hukum Positif terjadi dualism aturan yang mana diatur dalam KUHP (Pasal 296 dan Pasal 
506) dan UUTPPO No.21 tahun 2007 (Pasal 1 angka 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12). 
Menurut hukum Islam sanksi pidana yang dijatuhkan untuk mucikari, PSK dan pengguna 
jasa prostitusi dibedakan. Mucikari dikenai sanksi Ta‟zi>rkarena dalam Al-Qur‟an dan 
Hadits tidak menyebutkan secara jelas mengenai sanksi pidana bagi pelaku perdagangan 
orang, sedang PSK dan pengguna jasa prostitusi dijatuhi sanksi pidana cambuk atau rajam 
yang mana dijatuhkan kepada orang-orang yang berbuat zina. 
Pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP sanksi pidananya hanya dapat menjerat 
mucikari dengan ancaman pidana yang sangat ringan yaitu pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan, pada Pasal 296 KUHP dan pidana kurungan paling lama satu 
tahun, pada Pasal 506 KUHP. Sementara itu UUTPPO dapat menjerat semua pelaku 
perdagangan orang untuk tujuan eskploitasi seksual yang meliputi mucikari, PSK dan 
pengguna jasa prostitusi dengan ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibanding 
dengan ancaman sanksi pidana pada KUHP yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun 
dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling 
banyak Rp.600.000.000,-. 
Sangat disayangkan aparat penegak hukum terlihat lebih condong untuk 
menggunakan KUHP dibanding dengan UUTPPO dalam mengatasi kasus tindak pidana 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal ini terbukti dengan adanya vonis 
yang dijatuhkan untuk salah satu mucikari terkenal Robby Abbas pada 8 Mei 2015 lalu. 
Robby divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan karena terbukti 
memperkerjakan orang dalam rangka pengeksploitasian seksual untuk keuntungan 
pribadi. Pasal yang menjerat Robby kala itu adalah Pasal 296 Jo. Pasal 506 KUHP. 
Pada kasus yang serupa tepatnya pada 5 Januari 2019 lalu, artis cantik Vanessa Angel 
terlibat dalam kasus prostitusi online. Berbeda dengan nasib mucikari, Vanessa 
dibebaskan dan hanya dikenai wajib lapor dan menyandang status sebagai saksi dan 
korban. 
Jika ditinjau dari asas Lex specialis derogate lex gneralis seharusnya Pasal 296 KUHP 
dan Pasal 506 KUHP dikesampingkan oleh adanya UUTPPO No. 21 tahun 2007 dengan 
alasan aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum.  
Jika UUTPPO No. 21 tahun 2007 dapat benar-benar diterapkan dalam kasus 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual maka tidak akan hanya mucikari saja 
yang dapat dijatuhi sanksi pidana namun juga PSK dan pengguna jasa prostitusi. 
Dalam UUTPPO No.21 tahun 2007, PSK dan pengguna dapat terjerat Pasal 1 angka 
8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 UUTPPO. Ditinjau dari Pasal 55 (1) KUHP mengenai 
pelaku yang mana mengatakan bahwa pelaku adalah mereka yang melakukan, yang 
menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, maka, PSK dan 
pengguna jelas merupakan pelaku karena turut serta dalam melakukan tindak pidana 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Dikatakan turut serta karena tidak 
akan ada transaksi perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual jika tidak ada 
pengguna jasa dan sesuatu yang diperjual belikan.  
Dalam kenyataan yang terjadi didalam masyarakat justru terkadang malah pekerja 
seks komersial itu sendirilah yang meminta, menyuruh dan menggerakan mucikari agar 
dirinya diperjual-belikan untuk para pengguna jasa prostitusi agar mereka mendapatkan 
uang dan keuntungan secara ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa PSK juga dapat 
dikatakan sebagai pelaku perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual karena PSK 
itu sendirilah yang menyuruh mucikari untuk melakukan tindak pidana perdagangan 
orang untuk tujuan eksploitasi seksual tersebut. 
Dalam Pasal 1 angka 8 UUTPPO menyebutkan bahwa eksploitasi seksual merupakan 
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk 
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran 
dan pencabulan. Sebenarnya pasal ini juga dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi 
karena para pengguna sudah pasti memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh 
lain dari PSK atau korban untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud 
disini adalah keuntungan dimana para pengguna jasa prostitusi mendapatkan kepuasan 
seksual yang ia dapatkan dari memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain 
dari PSK.  
Pasal 9 UUTPPO mengatakan bahwa setiap orang yang berusaha menggerakan orang 
lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang maka dapat dipidana. Setatus 
PSK dalam keterlibatan pada sebuah tindak pidana perdagangan orang untuk tujan 
eksploitasi seksual yang sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa yang pada awalnya 
adalah korban dapat berubah menjadi pelaku karena besar kemungkinan bahwa salah satu 
penyebab dari munculnya kegiatan prostitusi adalah dengan adanya keinginan, 
permintaan, yang kemudian menimbulkan penggerakan niat pada mucikari untuk 
membuat sebuah sistim prostitusi. Keikut sertaan PSK yang menggerakan niat mucikari 
untuk melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual dapat dijerat dengan Pasal 9 UUTPPO No. 21 tahun 2007.  
Perubahan status korban menjadi pelaku pada PSK dikuatkan dengan adanya 
pengertian dari korban itu sendiri yang termuat dalam Pasal 1 atay 2 UU No.13 tahun 
2006. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 
suatu tindak pidana, yang mana dalam hal ini adalah tindak pidana perdangangan orang 
untuk tujuan eksploitasi seksual.  
Seorang PSK setiap kali melakukan pekerjaannya sebagai penjual jasa seksual akan 
mendapatkan imbalan atau bayaran dari pengguna jasa seksual atas jasa yang telah 
mereka berikan. Jika dilihat dari pengertian korban dimana seseoarang dapat dikatakan 
sebagai korban karena adanya kerugian secara ekonomi, maka PSK tidak termasuk 
didalamnya. Hal ini terbukti dengan adanya keuntungan ekonomi yang PSK dapatkan dari 
tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yang berupa imbalan 
atau bayaran.  
Namun hal ini berbeda jika PSK memang benar-benar mengalami kerugian dan 
penderitaan atas sebuah tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual. Ketika PSK benar-benar tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi dimana 
semisal ia tidak mendapatkan imbalan atau bayaran dari pengguna, mengalami 
penderitaan fisik, mental dan sebaginya ditambah lagi ia terlibat dalam prostitusi karena 
paksaan, tekanan, ancaman sehingga membuat PSK tersebut tidak lagi memiliki jalan lain 
untuk melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual, maka setaus korban baginya tidak akan berubah. 
Menurut Pasal 11 UUTPPO orang yang dapat dijatuhi pidana adalah orang yang 
merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana perdagangan 
orang. Dalam prostitusi dimana terjadi sebuah transaksi perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual antara mucikari sebagai penjual, pengguna sebagai pembeli dan PSK 
sebagai pemilik jasa layanan seksual tentu saja ada kesepakatan diantara ketuganya. 
Mucikari, PSK dan pembeli bermufakat bahwa Mucikari akan menyediakan PSK untuk 
yang kemudian memberi layanan jasa seksual kepada pengguna, kemudan pengguna akan 
memberi imbalan kepada mucikari dan PSK. Dengan melihat adanya hal ini 
membuktikan bahwa telah terjadi permufakatan jahat antar Mucikari, PSK dan pengguna 
dalam mengadakan upaya tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan ekploitasi 
seksual.   
Pasal 12 UUTPPO memuat bahwa setiap orang yang menggunakan atau 
memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan 
orang dapat dipidana. Selama ini pengguna layanan jasa prostitusi yang tidak dapat 
dikenai sanksi pidana dalam KUHP dapat dipidana dengan Pasal 12 UUTPPO No. 21 
tahun 2007. Pengguna layanan jasa prostitusi melakukan penggunaan, pemanfaatan atas 
korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan iming-iming imbalan.  
Jika dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual aparat penegak hukum hanya terus menggunakan KUHP dengan 
menjatuhkan sanksi pidana ringan pada mucikari dan membebaskan PSK beserta 
penggunanya maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.  
Tujuan pemidanaan menurut hukum Positif adalah mencegah suatu pengulangan 
tindak pidana, memberi efek jera dan menakut-nakuti orang lain yang ingin melakukan 
tindak pidana yang sama.  
Ringannya hukuman dan tidak dijeratnya PSK serta pengguna atas tindakan yang ia 
lakukan membuat pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual tidak jera dan menganggap remeh peraturan yang ada. Aparat penegak hukum 
haruslah lebih tegas lagi dalam menangani kasus perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat benar-benar terlaksana. 
Walaupun penerapan sanksi pidana yang berat belum tentu mampu menghilangkan 
kemungkinan munculnya tindak pidana serupa, namun setidaknya aparat penegak hukum 
telah berusaha maksimal dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana 
tersebut dimasa depan. 
Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual menurut pandangan Islam telah 
terjadi sejak lama yaitu sejak zaman jahiliah atau zaman sebelum Islam. Praktek 
perdagangan orang atau perbudakan yang terjadi pada masa itu tampaknya dibenarkan 
oleh Al-Qur‟an, namun disisilain juga ditentang. 
Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi 
seksual menurut hukum Islam dibedakan yaitu hukuman Ta‟zi>r bagi mucikari dan 
hukuman cambuk atau rajam bagi PSK dan pengguna layanan jasa seksual. 
Sanksi pidana bagi mucikari tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur‟an maupun 
hadits namun larangan untuk tidak melakukan pekerjaan mucikari terdapat pada Qs. An-
Nur ayat 33, sebagai berikut: 
 ْنَمَو   ۚ  اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا َضَرَع اوُغ َتْبَِتل اًن ُّصََتَ َنْدََرأ ْنِإ ِءاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتاَي َت َف اوُِىرْكُت َلََو
 ٌميِحَر ٌروُفَغ َّنِهِىَارْكِإ ِدْع َب ْنِم َوَّللا َّنَِإف َّنُهِْىرْكُي 
 
“….Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk 
melakukan pelacuran, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan 
kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah untuk mencari keuntungan 
duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa.” 
 
 Penjatuhan hukuman Ta’zi>r kepada para pelaku mucikari karena sanksi pidana bagi 
pelaku mucikari tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur‟an maupun hadits, oleh karena 
itu pelaku mucikari tidak dapat dikenai sanksi Ḥudūd  dan Qiṣāṣ. 
Perbuatan zina yang dilakukan oleh PSK dan pengguna jasa layanan seksual dalam 
Islam dijatuhi sanksi pidana Ḥudūd karena  sanksi pidana bagi PSK dan pengguna jasa 
layanan seksual telah dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur‟an maupun hadits, yaitu berupa 
hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang tergolong ghairu mushan (belum terikat 
dengan tali pernukahan), dan rajam bagi pezina yang tergolong mushan (sudah terikat 
dengan tali pernikahan). Seperti yang tertera pada Qs. An-Nur ayat 2 dan hadits berikut: 
 ِوَّللا ِنيِد فِ ٌةَفَْأر اَمِِبِ ْمُكْذُخَْأت َلََو   ۚ  ٍةَدْلَج ََةئاِم اَمُه ْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجا َف نِاَّزلاَو ُةَِيناَّزلا
 َيِنِمْؤُمْلا َنِم ٌةَِفئَاط اَمُه َباَذَع ْدَهْشَيْلَو   ۚ  ِرِخْلْا ِمْو َيْلاَو ِوَّللِاب َنوُنِمْؤ ُت ْمُتْنُك ْنِإ 
 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS An-Nur 24 : 2). 
 
 
 َح  ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،ِوَّللا ِدْي َبُع ْنَع ، ِِّيرْىُّزلا ِنَع ،ُناَيْفُس اَن َث َّدَح ،ِوَّللا ِدْبَع ُنْب ُّيِلَع اَن َث َّد
 َل ُرَمُع َلَاق َلَاق  امهنع للها ىضر َلَ ٌلِئَاق َلوُق َي َّتََّح ٌناَمَز ِساَّنلِاب َلُوطَي ْنَأ ُتيِشَخ ْدَق
 ِوَّللا ِباَتِك ِفِ َمْجَّرلا ُد َِنَ.   ْنَم ىَلَع ٌّقَح َمْجَّرلا َّنِإَو َلََأ ،ُوَّللا َاَلََز َْنأ ٍةَضِيرَف ِكْر َِتب اوُّلِضَي َف
 ُةَنِّ ي َبْلا ِتَمَاق اَذِإ ،َنَصْحَأ ْدَقَو ،َنََز اَذَك ُناَيْفُس َلَاق  ُفَاتِْعِلَا ْوَأ ُلْمَْلْا َناَك َْوأ ،
 ُهَدْع َب اَنَْجََرَو ملسو ويلع للها ىلص ِوَّللا ُلوُسَر َمَجَر ْدَقَو َلََأ  ُتْظِفَح.  
 
Narrated Ibn‟ Abbas: „Umar berkata, “Aku khawatir jika waktu lama telah berlalu, 
orang-orang akan berkata, “Kami tidak menemukan ayat-ayat rajam (dilempari 
batu sampai mati) dalam Al-Qur‟an, ” dan maka mereka jadi tidak melakukan 
kewajiban yang telah Allah tetapkan. Perhatikan! Aku menegaskan bahwa hukum 
Rajam harus dilaksanakan bagi dia yang melakukan hubungan seks haram, jika 
dia telah menikah dan kejahatan ini dibuktikan oleh saksi-saksi atau kehamilan 
atau pengakuan.” Sufyan menambahkan, “Aku telah mengingatnya seperti ini.” 
„Umar menambahkan, “Sudah jelas bahwa Rasul Allah melakukan hukum Rajam, 
dan jadi kami pun harus mengikuti perbuatannya.” (Sahih Bukhari, Volume 8, 
Book 82, Number 816) 
 
B. Persamaan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Sanksi Pidana Bagi 
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual 
 
Terkait dengan persamaan antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi 
pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan ekspoitasi seksual 
hanya terlihat dari tujuan pemidanaannya. 
Tujuan pemidanaan dalam hukum Positif adalah pemberian efek jera, menakut-nakuti 
dan mencegah agar tindak lagi terjadi tindak pidana yang sama di masa depan.  
Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah realisasi dari pada hukum islam itu 
sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan terjadinya 
pengulangan tindak pidana yang sama pada pelaku maupun orang lain serta perlindungan 
terhadap hak-hak korban. 
Dengan penerapan UUTPPO harapan terwujudnya tujuan pemidanaan bisa tercapai. 
Tujuan pemidanaan tindak pidana perdagangan orang adalah mencegah agar tidak 
dilakukan lagi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual 
sekaligus memberi efek jera kepada semua pelaku perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual yang meliputi mucikari, PSK dan pengguna jasa layanan seksual. 
 
BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah diuraikan dalam beberapa bab dari penelitian tentang “Sanksi Pidana 
Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual 
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah: 
a. Hukum Positif :  
Ada dualism aturan yang mengatur tentang sanksi pidana untuk tindak 
pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual yaitu dalam 
KUHP pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Aturan lain yang 
dapat menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan 
eksploitasi seksual dalam hukum positif adalah UUTPPO No. 21 tahun 
2007  
b. Hukum Islam : Menurut prespektif hukum Islam pelaku tindak pidana 
perdagagan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau prostitusi dikaitkan 
dengan hukum perzinaan yang mana pelakunya, didalam hal ini adalah 
PSK dan pengguna jasa prostitusi dihukumi dengan hukuman dera atau 
rajam. Sedang untuk mucikarinya dijatuhi hukuman Ta’zir. 
2. Perbedaan dan persamaan dari hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi 
tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual  
Perbedaan jelas terlihat dari sanksi pidananya. Dalam hukum Positif sanksi 
pidana bagi tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual 
adalah penjara dan denda, sedang menurut hukum islam adalah cambuk atau 
rajam dan Ta’zi>runtuk mucikari.  
Persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai sanksi tindak 
pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual adalah tujuan daripada 
pemidanaannya. Keduannya bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap 
tidak kejahatan yang sama dimasa depan.  
 
B. Saran 
1. Untuk mencapai tujuan daripada pemidananaan dalam kasus tindak pidana 
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi sekasual (prostitusi) maka dari hasil 
penelitian penulis memberi masukan kepada aparat penegak hukum agar 
menggunakan UUTPPO No.21 tahun 2007 dan mempertegas sanksi pidana bagi pihak 
yang terkait dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi sekaual 
yang mana meliputi mucikari, PSK dan pengguna jasa layanan seksual. 
Mempertegas sanksi pidana bagi pihak yang terkait dalam tindak pidana perdagangan orang 
untuk tujuan eksploitasi sekaual yang meliputi mucikari, PSK dan pengguna jasa layanan 
seksual dengan merujuk pada isi dari Pasal Pasal 1 angka 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 
UUTPPO. 
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